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KATA PENGANTAR 

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Kawasan Konservasi di Indonesia tersebar di seluruh wilayah 

provinsi, sebanyak 552 unit dengan luas mencapai 27,14 juta 

hektar, dimana seluas 5,32 juta hektar merupakan Kawasan 

Konservasi perairan. Kawasan-kawasan tersebut sebagian 

besar mewakili tipe-tipe ekosistem yang ada di Indonesia, 

sehingga pada masa awal pengelolaannya menekankan pada 

aspek-aspek keanekaragaman hayati beserta atribut fungsi-

fungsi ekologis yang melekat pada kawasan tersebut. 

Hal lain yang menarik bagi kita semua adalah bahwa pada 

kenyataannya Kawasan Konservasi di Indonesia dikelilingi 

oleh lebih kurang 6.381 desa definitif yang di dalamnya terdapat sekitar 134 komunitas 

adat (Wiratno, 2018). Kenyataan ini memunculkan kesadaran kita bersama bahwa 

pengelolaan Kawasan Konservasi tidak lagi hanya berkutat pada aspek keanekaragaman 

hayati bersama atribut fungsi ekologisnya, tetapi juga tentang relasi-relasi sosial 

terhadap kawasan yang melibatkan segala aspek kehidupan masyarakat di sekitarnya. 

Relasi-relasi sosial terhadap Kawasan Konservasi tersebut menimbulkan banyaknya 

irisan-irisan kepentingan para pihak yang harus dipertemukan. Penataan Kawasan 

Konservasi melalui pembagian ruang ke dalam zona/blok, menjadi salah satu perangkat 

untuk mempertemukan kepentingan-kepentingan tersebut. Perlu juga kita pahami 

bersama bahwa konsep zona/blok merupakan perangkat penting dalam pengelolaan 

Kawasan Konservasi. Kawasan Konservasi akan terbagi sebagai ruang-ruang kelola untuk 

perlindungan, pengawetan dan pemanfaatannya, yang sekaligus memiliki fungsi sangat 

penting untuk menjamin keberlangsungan fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial kawasan 

tersebut. 

Secara ideal dalam berlangsungnya pengelolaan sebuah Kawasan Konservasi, kepentingan-

kepentingan sosial akan bersanding dengan kepentingan-kepentingan ekologis yang 

saling berhubungan, meskipun kita sadari bersama bahwa akan selalu terjadi dinamika 

dalam relasi-relasi sosial maupun relasi-relasi ekologis. Oleh karena itu, diperlukan 

kemampuan untuk menghadapi dinamika-dinamika tersebut sehingga penataan ruang 

dalam pengelolaan Kawasan Konservasi pun menjadi adaptif. Hal lain dalam konteks relasi 

sosial yang menjadi tantangan kita bersama adalah bahwa Kawasan Konservasi bukanlah 

ruang kosong dari eksistensi maupun pengetahuan terkait dengan keberadaan masyarakat 

disekitarnya. Oleh karena itu, penataan ruang dalam pengelolaan Kawasan Konservasi 

secara ideal memerlukan kemampuan untuk menyelaraskan pengetahuan-pengetahuan 

melalui pendekatan multidisiplin yang penuh kreativitas. 

Ir. Wiratno, M.Sc 
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Kreativitas dalam meramu konteks-konteks sosial dan ekologi termasuk menyelaraskan 

pengetahuan/kearifan lokal pada penataan ruang kelola Kawasan Konservasi telah 

menjadi salah satu landasan penting yang mendorong munculnya 10 cara baru kelola 

Kawasan Konservasi. Zona/blok merupakan perangkat resolusi konflik sosial, sebagai alat 

untuk rekonsiliasi, bagian dari solusi permasalahan pengelolaan Kawasan Konservasi 

serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia sekaligus penghormatan terhadap 

keadilan ekologis. Keberadaan zona/blok religi atau tradisional memungkinkan 

terciptanya ruang dialog dan ruang negosiasi terhadap masyarakat yang telah turun-

temurun memiliki ruang kelola yang beririsan dengan Kawasan Konservasi. Masyarakat 

tersebut memiliki pengetahuan-pengetahuan yang sangat berharga mengenai kearifan 

dalam pengelolaan alam seperti zona tradisional di Taman Nasional Bukit Duabelas untuk 

masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) dan zona tradisional di Taman Nasional Lore Lindu. 

Hal-hal tersebut merupakan sumber pembelajaran penting bagi kita semua. 

Buku ini merupakan kumpulan pembelajaran dari lapangan dalam penyusunan zona/blok 

yang sebelumnya masih berserakan sebagai bentuk pengakuan terhadap pengetahuan, 

proses-proses yang unik, penuh kreativitas dan sangat menarik dalam mengelola 

Kawasan Konservasi. Sekaligus sebagai penanda sebuah langkah awal untuk dapat terus 

belajar, mempelajari dan berbagi pembelajaran dalam mengelola Kawasan Konservasi di 

Indonesia. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan temuan dan catatan dari perjalanan 

peraturan-peraturan terkait penataan zona/blok sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1990 hingga tingkat peraturan yang sangat teknis yaitu Peraturan Direktur Jenderal. Hal 

ini menjadi sangat menarik sebagai bahan kita bersama untuk mencermati lagi dan 

mengkaji ulang aturan-aturan yang ada tentang zona/blok. 

Pada akhirnya, selaku Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, 

saya memberikan apresiasi terhadap terbitnya buku ini sebagai salah satu pendukung 

untuk memberikan perspektif cara baru pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia. 

Beberapa catatan-catatan dalam buku ini diuraikan berdasarkan kasus-kasus lapangan 

dan perenungan para penulis. Hal-hal tersebut akan menjadi sangat penting untuk dapat 

ditransformasikan menjadi pembelajaran, renungan, dan bahan evaluasi kita bersama. 

Buku ini juga dapat menjadi salah satu referensi bagi pengelola Kawasan Konservasi, 

pengambil kebijakan, untuk memperbaiki kebijakan dan implementasinya terkait dengan 

penataan zona/blok Kawasan Konservasi. Semoga buku ini memberikan pemahaman dan 

membangun kesadaran yang lebih baik sekaligus pemantik semangat bagi kita bersama 

untuk melangkah lebih baik lagi dalam penataan ruang kelola Kawasan Konservasi. 

Aamiin. 

 

Jakarta, Mei 2019 

 Wiratno 
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BAGIAN I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini sedang fokus pada program-program yang 

bertujuan untuk meningkatkan mutu pengelolaan pada 552 unit Kawasan Konservasi 

yang luasnya mencapai 27,14 juta hektar atau 21,26% dari total luas kawasan hutan di 

Indonesia (Statistik KSDAE, 2017). Kawasan ini tersebar di seluruh wilayah provinsi, 

mewakili seluruh tipe ekosistem yang ada dan diklaim melebihi target luasan di beberapa 

negara lain di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. 

Kawasan Konservasi di Indonesia 60% berstatus sebagai Taman Nasional dan hampir 90% 

Kawasan Konservasi darat kondisinya relatif masih utuh, bahkan beberapa diantaranya 

diakui sebagai World Heritage, Biosphere Reserve, ASEAN Heritage dan Ramsar Site. 

Berbagai pengakuan dari dunia internasional ini membuktikan bahwa Kawasan 

Konservasi di Indonesia memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati 

dan ekosistem. Selain itu, Kawasan Konservasi telah memberi banyak kontribusi bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan, membuka lapangan kerja, meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi serta menambah pendapatan negara melalui Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP), khususnya sektor pariwisata. 

Sejatinya, Bangsa Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam mengelola Kawasan 

Konservasi. Banyak bukti sejarah yang menunjukkan bahwa konsep pelestarian alam 

sesungguhnya merupakan pengetahuan lokal yang telah mengakar pada kehidupan 

sosial dan budaya. Melalui sistem pengetahuan tradisional, masyarakat lokal telah 

menunjukan keberhasilannya dalam melestarikan hutan-hutan dan perairan (Pimbert dan 

Pretty, 1995). Di berbagai wilayah Nusantara ditemukan bukti-bukti empiris tentang 

kebijakan dan praktek pelestarian alam tradisional berdasarkan pengetahuan lokal. 

Seperti prasasti Talang Tuo di Sumatera Selatan tahun 684 Masehi, yang dikenal sebagai 

Maklumat Pelestarian Alam Raja Sriwijaya, Sri Baginda Sri Jayanasa (Sholeh, 2017; Najib, 

2017). Selain itu, tercatat kebijakan pelestarian alam dalam Prasasti Malang tahun 1395, 

pada zaman Kerajaan Majapahit (Wiratno Dkk., 2004). Pada zaman kerajaan Nusantara, 

sebelum abad ke-15, tradisi sakral sangat mewarnai segenap kehidupan 

masyarakat. Misalnya, terdapat larangan dalam masyarakat untuk mengambil jenis-jenis 

pohon atau batu-batu tertentu, larangan memasuki kawasan tertentu, seperti gunung, 

rawa, ataupun hutan yang dianggap keramat (Singer, 2008). 

Praktek pelestarian alam di zaman penjajahan Belanda tidak dapat terlepas dari 

peristiwa penyerahan tanah di Depok seluas 6 hektar pada 1714 untuk digunakan sebagai Cagar 

Alam (Natuur Reservaat), dan penetapan hutan alam Cibodas pada tahun 1889 sebagai tempat 

penelitian flora pegunungan (Singer, 2008; Yudistira, 2014). Pada periode ini pengembangan 



2 

 

Kawasan Konservasi di berbagai belahan dunia dipengaruhi oleh cara pandang konservasi 

alam klasik (Dietz, 1996; Gray, 1991). Sebuah konsep yang diperkenalkan kepada masyarakat 

atas dasar persepsi “orang kota” yang telah sangat jauh terpisah dari lingkungan alamnya. 

Dalam melestarikan fauna-flora dan ekosistemnya, konsep ini menekankan pentingnya 

menetapkan kawasan hutan sebagai “tanah yang tidak terjamah atau terlarang untuk 

disentuh” (Pimbert dan Pretty, 1995).  

Pada periode peralihan dari konservasi keanekaragaman hayati ke konservasi dan 

pembangunan berkelanjutan, diperkenalkan ‘kredo’ baru pengelolaan Kawasan 

Konservasi “bahwa Kawasan Konservasi dapat dikelola dengan cara lestari untuk 

kehidupan masyarakat lokal dan pembangunan”. Tesis ini dianggap cukup kontras 

dengan pemikiran konservasi alam klasik yang telah terpatri dalam pola  pengelolaan 

Kawasan Konservasi pada periode Pemerintahan Hindia Belanda. Salah satu tantangan 

terpenting yang dihadapi pada periode ini adalah bagaimana menempatkan masyarakat 

lokal dengan kehidupan sosial dan budayanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan 

dalam pengelolaan Kawasan Konservasi.   

Dalam perjalanan sejarah yang diiringi berkembangnya kesadaran global tentang konservasi 

alam, pengelolaan Kawasan Konservasi mengalami pergeseran paradigma. Dunia 

internasional menyadari perlu adanya perubahan dalam pengelolaan Kawasan Konservasi 

terkait dengan keberadaan masyarakat lokal. Deklarasi yang dihasilkan dalam World Park 

Congress (WPC) tahun 2003 menyatakan bahwa keberadaan masyarakat lokal yang sudah 

lebih dahulu mengelola wilayah tertentu perlu untuk dihormati hak-haknya. Prinsip 

Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) atau free prior informed 

consent (FPIC) terhadap program-program yang berdampak langsung terhadap kehidupan 

dan sumber kehidupan masyarakat adat harus dijalankan. Oleh karena itu, mandat global 

Kawasan Konservasi saat ini, tidak hanya terfokus pada konservasi biological diversity, 

melainkan juga pada kepentingan kesejahteraan masyarakat, penyediaan manfaat ekonomi, 

dan mitigasi konflik serta perlindungan budaya lokal. 

Kawasan Konservasi di Indonesia dikelilingi oleh lebih kurang 6.381 desa definitif yang di 

dalamnya terdapat sekitar 134 komunitas adat (Wiratno, 2018). Realita ini menciptakan 

persepsi bahwa penetapan dan pola pengelolaan Kawasan Konservasi pada masa lalu 

memberikan dampak yang kurang harmonis bagi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi 

masyarakat lokal. Perambahan, pembalakan kayu illegal, pembukaan kebun sawit, perburuan 

satwa liar yang dilindungi, konflik satwa dengan petani, konflik sumberdaya alam antara 

pemangku kepentingan, serta penolakan terjadi di beberapa Kawasan Konservasi. 

Akibatnya, terjadi penurunan populasi flora dan fauna yang dilindungi, kerusakan habitat dan 

terganggunya ekosistem. 

Data terkini menunjukan bahwa daerah terbuka teridentifikasi seluas lebih kurang 2,2 juta 

hektar atau lebih dari 10% dari 22.108.630 hektar Kawasan Konservasi darat (Wiratno, 2018). 

Dalam beberapa kasus, kurangnya perhatian pada kebutuhan masyarakat lokal telah 
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menimbulkan kegiatan perambahan dan perburuan liar yang lebih parah, juga kegiatan boikot, 

sabotase dan kerusakan yang tidak perlu pada sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati.   

Pendirian Kawasan Konservasi telah memberi pengaruh yang kuat pada kehidupan sosial, 

budaya, dan ekonomi masyarakat lokal, namun pengaruh ini dinilai masih belum 

mendapatkan perhatian yang memadai sepanjang siklus pengelolaannya, sejak 

perencanaan hingga monitoring dan evaluasi. Banyak pihak meyakini bahwa kondisi 

tersebut menunjukan perlunya perbaikan dan perubahan pendekatan dalam pengelolaan 

Kawasan Konservasi. Sejumlah kebijakan telah diterbitkan untuk tujuan tersebut antara 

lain melalui Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. Beberapa lembaga mengusulkan 

seluas kurang lebih 1.640.264 hektar lahan yang berada di Kawasan Konservasi diakui 

sebagai wilayah komunitas adat. Misalnya, di kawasan TN Betung Kerihun seluas lebih 

kurang 306.068 hektar (sekitar 38% dari luas kawasan), kawasan TN Sebangau seluas 

lebih kurang 138.321 hektar (sekitar 26% dari luas kawasan), serta kawasan TN Lore Lindu 

seluas lebih kurang 95.458 hektar (sekitar 44% dari luas kawasan). 

 

Gambar 1. Konsultasi Publik Penyusunan Zonasi Taman Nasional Taka Bonerate, 2018                                    
(Foto: Direktorat PIKA) 

Penataan Kawasan Konservasi dilakukan melalui perencanaan dengan membagi kawasan 

ke dalam zona pengelolaan pada Taman Nasional dan blok pengelolaan pada non Taman 

Nasional. Melalui proses pembelajaran ini teridentifikasi bahwa salah satu tantangan 

terpenting yang dihadapi adalah bagaimana menumbuhkan kolaborasi multi-pihak untuk 

memperbaiki dan memperkuat sistem penataan zona/blok yang dapat menjamin 

kelestarian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kawasan Konservasi adalah 

tempat sumberdaya alam terhampar di “ruang-ruang” dimana banyak pihak yang saling 

terhubung memiliki beragam kepentingan. Sebab itu, penataan zona/blok merupakan 

kegiatan untuk menentukan ruang-ruang yang tepat bagi keperluan pengelolaan di 

tingkat tapak sekaligus mengakomodir berbagai kepentingan pemanfaatan kawasan. 
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Dalam kerangka sepuluh cara baru pengelolaan Kawasan Konservasi, penetapan 

zona/blok pengelolaan sangat ditekankan perlunya melakukan konsultasi dengan 

masyarakat lokal dan para pemangku kepentingan lainnya. Konsultasi dengan berbagai 

pihak adalah sebuah proses berbagi kewenangan yang mengubah keputusan sepihak 

menjadi keputusan bersama dengan mengutamakan kepentingan bersama yang lebih 

besar. Patut dicatat bahwa pada tahapan tersebut para pihak secara interaktif dapat 

saling memperkuat hubungan kerjasama kemitraan dan menyepakati prototype 

zona/blok yang ideal dan didukung secara sosial. Keputusan bersama tentang zona/blok 

pengelolaan adalah keputusan dalam memperluas spektrum definisi Kawasan Konservasi 

(Pimbert dan Pretty, 1995). Dalam prakteknya perluasan spektrum dilakukan secara 

gradual berkisar dari kawasan yang dilindungi secara ketat (seperti zona inti, blok rimba) 

hingga kawasan yang dikelola oleh masyarakat lokal (zona/blok khusus). Bagian penting 

dalam konteks ini adalah kesungguhan dalam memasukkan kategori zona/blok yang 

dapat diakses dan dikelola secara  berkelanjutan oleh masyarakat lokal. 

Penetapan zona/blok sangat potensial dikembangkan untuk menjawab tantangan 

utamanya, yaitu menempatkan masyarakat kembali menjadi satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan dari konservasi. Salah satu tesis penting yang digunakan dalam konteks ini 

adalah bahwa masyarakat lokal akan berpartisipasi kepada konservasi jika memiliki akses 

terhadap sumberdaya alam di Kawasan Konservasi. Dalam dimensi tatakelola Kawasan 

Konservasi, menempatkan masyarakat kembali kepada konservasi harus dapat 

diimplementasikan secara terintegrasi dengan pembangunan sosial, budaya, dan 

ekonomi di tingkat desa, sebagai unit terdepan pembangunan. 

Berkembangnya kesadaran akan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat 

lokal merupakan sebuah kemajuan dalam menjamin dan memastikan konservasi 

keanekaragaman hayati dan ekosistemnya memberikan dampak bagi peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Kemajuan ini juga didukung dengan serangkaian kebijakan 

yang diterbitkan dan upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan perubahan 

pengelolaan Kawasan Konservasi. Meskipun dalam pelaksanaannya kontribusi Kawasan 

Konservasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan pembangunan 

berkelanjutan masih dipertanyakan. Termasuk juga dalam menumbuhkan relasi yang baik 

antara Kawasan Konservasi dengan masyarakat.  

2. Ikhtisar buku 

Proses pembelajaran ini menegaskan kembali berbagai tantangan utama yang dihadapi pada 

praktek-praktek pengelolaan Kawasan Konservasi melalui sistem zona/blok yang selama ini 

dilaksanakan perlu direfleksikan, terutama dalam menyempurnakan cara-cara (baru) 

menempatkan masyarakat lokal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari konservasi. Secara 

umum, para pengelola memahami cara-cara yang terbaik mengelola kawasan menurut 

sudut pandang yang eksklusif. Pandangan ini cenderung meyakini untuk memiliki 

kemampuan dalam mengatasi dan menemukan jalan keluar menghadapi berbagai 
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persoalan berdasarkan sintesa dari proses analisa data dan informasi yang dihasilkan 

inventarisasi kawasan. 

Penting untuk dipahami bahwa mengapa Kawasan Konservasi perlu diatur penataan 

ruangnya kedalam zona/blok? Selain karena mandat regulasi, pesan utamanya adalah 

perebutan/ persaingan ruang yang pada akhirnya melahirkan klaim untuk meyakini 

bahwa masing-masing memiliki kebenaran relatif yang saling beradu dan bersaing. 

Buku dengan tajuk “Ruang Adaptif: Refleksi Penataan Zona/Blok di Kawasan Konservasi” 

ini terdiri dari enam bagian. Selain mengupas tematik konsep dan kebijakan penataan 

zona/blok, buku ini juga mengulas sejarah pengelolaan Kawasan Konservasi dalam 

jangkauan perubahan kebijakan sejak periode awal hingga periode konservasi dan 

pembangunan berkelanjutan di bagian kedua. Bagian ketiga mengupas tentang konsep 

pengelolaan Kawasan Konservasi, dan pengelolaan Kawasan Konservasi berbasis 

masyarakat. Bagian keempat membahas tentang konsep penataan zona/blok 

pengelolaan Kawasan Konservasi. Sebagai proses refleksi zona/blok Kawasan Konservasi, 

bagian kelima membahas tentang refleksi tiga dasawarsa penataan zona/blok 

pengelolaan KSA/ KPA” yang mengupas sejumlah hikmah dan pembelajaran dari 

berbagai aspek dalam mengelola Kawasan Konservasi melalui sistem zona/blok.  

Pada bagian keenam sebagai akhir dari buku ini, disampaikan sejumlah gagasan dan 

usulan dalam rangka  perluasan spektrum definisi Kawasan Konservasi terkait penataan 

zona/blok yang berpijak pada cara-cara baru pengelolaan Kawasan Konservasi. 

Harapannya, buku hasil pembelajaran dari para pengelola Kawasan Konservasi ini dapat 

memberikan sumbangan berharga bagi pengembangan cara-cara baru pengelolaan 

Kawasan Konservasi di Indonesia. Ruang pembelajaran transformatif dan “ruang” 

interaksi multipihak yang inklusi akan terus dibutuhkan dalam upaya menemukan dan 

mengembangkan cara-cara pengelolaan kawasan yang lebih tepat serta peningkatan 

mutu partisipasi para pihak, suatu pendekatan yang mampu memastikan pencapaian 

konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya serta peningkatan kesejahteraan 

masyarakat setempat. 

Secara khusus penulisan buku ini bertujuan untuk mendorong proses pembelajaran 

transformatif para pengelola Kawasan Konservasi dan pemangku kepentingan lainnya dalam 

mengembangkan pendekatan pengelolaan Kawasan Konservasi yang dapat diterapkan 

(applicable) secara berkelanjutan.  

3. Proses Penulisan Buku 

Buku ini ditulis untuk memfasilitasi sejumlah intervensi pembelajaran yang menggerakan “tacit 

knowledge” menjadi “explicit knowledge”. Penulisan buku ini secara khusus bertujuan untuk 

mendorong proses pembelajaran bersama dan transformatif dari para pengelola Kawasan 

Konservasi dan kalangan lain yang lebih luas dalam mengembangkan pendekatan pengelolaan 

Kawasan Konservasi yang berkelanjutan. Melalui buku ini diharapkan “explicit knowledge” 
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yang dihasilkan dapat kembali menjadi “tacit knowledge”, pengetahuan baru yang terus 

dipikirkan dan dikembangkan melalui proses-proses pembelajaran baik di tingkat individu 

(sebagai individu pembelajar) maupun di tingkat organisasi (sebagai organisasi pembelajar).  

Diharapkan bahwa buku hasil pembelajaran dari para pelaku pengelolaan Kawasan Konservasi 

ini dapat memberikan sumbangan berharga bagi pengembangan cara-cara baru pengelolaan 

Kawasan Konservasi di Indonesia. Proses pembelajaran transformatif dan “ruang” interaksi 

multipihak yang inklusif akan terus dibutuhkan dalam menemukan dan mengembangkan cara-

cara pengelolaan kawasan yang lebih tepat serta meningkatkan mutu partisipasi para pihak.  

Selain itu, hasil-hasil pembelajaran ini juga dibutuhkan untuk melakukan perubahan kebijakan, 

para pelopor perubahan, dan para pengelola kawasan yang lebih profesional. 

Buku ini menuliskan hasil-hasil dari proses pembelajaran bersama (shared learning) tersebut. 

Suatu proses pembelajaran dimana peserta sebagai tujuan yang otonom dan mandiri 

menggunakan pengalaman-pengalamannya sendiri sebagai dasar untuk belajar. Melalui 

fasilitasi, peserta didorong untuk merefleksikan dan menganalisis pengalaman mereka dalam 

konteks masalah yang sedang dibahas. Prinsip dasarnya adalah bahwa pembelajaran 

merupakan suatu proses berbagi pengalaman dan pengetahuan. Semakin beragam peserta, 

semakin banyak pembelajaran yang dapat terjadi, dan lebih jauh lagi, pembelajaran dapat 

terjadi di mana-mana dan sepanjang waktu (Mulyana dkk., 2008). 

Proses pembelajaran bersama transformatif dalam penulisan buku ini difasilitasi dengan 

berpusat pada isu-isu penataan zona/blok pengelolaan Kawasan Konservasi yang mencakup 

kawasan suaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian alam (KPA), serta Taman Buru. Proses 

pembelajaran dikembangkan dengan menerapkan model teori U (Scharmer, 2009). Sebuah 

konsep dalam melakukan perubahan dan inovasi melalui proses kreatif tujuh tahap: (1) 

downloading; menilai kondisi saat ini berdasarkan pengalaman masa lalu. Agar hal itu tidak 

menjadi faktor penghambat, maka perlu dilanjutkan ke tahap (2) seeing; melihat langsung apa 

yang terjadi di lapangan dan tahap (3) sensing; melihat dengan mata hati, dilanjutkan masuk 

lebih dalam lagi ke tahap (4) presencing; tahapan menghubungkan ke kecerdasan universal; 

dengan sumber kemungkinan tertinggi dan membawanya ke keadaan sekarang. Tahap 

selanjutnya adalah (5) crystalizing; mengkristalkan hasil dari tahapan presencing, menjadi visi 

(gambaran atau tujuan di masa depan yang ingin kita capai). Tahap (6) prototyping; visi yang 

direalisasikan dengan membuat model (prototype), dan akhirnya sampai pada tahap akhir (7) 

performing; mencapai hasil melalui implementasi prototype tersebut.  

Pengalaman-pengalaman para pihak dalam mengelola Kawasan Konservasi dengan sistem 

zona/blok menjadi dasar dan kekuatan dalam mengembangkan pengetahuan bersama untuk 

melakukan perubahan. Melalui proses pembelajaran bersama pengalaman-pengalaman (masa 

lalu) tersebut “direfleksikan” di forum-forum pembelajaran dengan sikap pikiran terbuka (open 

mind). Sikap tersebut penting, agar tidak terjebak untuk selalu berkaca pada pengalaman masa 

lalu, atau terjebak di “jalan buntu” karena menilai kondisi saat ini berdasarkan pengalaman 

masa lalu. Hal ini akan menghambat berinovasi atau mencari terobosan untuk keluar dari jalan 
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buntu (Scharmer, 2009). Oleh sebab itu, proses downloading perlu  ditangguhkan dan  

dilanjutkan ke  proses seeing dan sensing yang akan membawa kita kepada ‘open heart’, dan 

‘open will’. Tahapan ini merupakan tahapan ‘berserah diri’,  untuk bekerjanya ‘invisible hand’, 

kehendak Yang Maha Kuasa, setelah kita berusaha semaksimal mungkin. la yang membawa 

kemungkinan-kemungkinan masa depan yang mencari jalan keluarnya kepada kita di saat ini 

(Wiratno, 2017).  

Pendokumentasian pembelajaran zona/blok di Kawasan Konservasi dilakukan melalui 

hasil kaji tindak secara partisipatif (participation action research), yakni sebuah rangkaian 

tulisan yang dihasilkan dari proses pembelajaran para pelaksana pengelolaan Kawasan 

Konservasi yang sekaligus bertindak sebagai aktor peneliti.  

 

Gambar 2. Workshop Penyusunan Dokumen Zona/Blok dan Pendokumentasian Pembelajaran Prosesnya 
di Batam, Maret 2018 (Foto: Suwito) 

Para pembelajar dan pelaku zona/blok sebagai aktor peneliti telah membahas 

pembelajaran zona/blok pada dua lokakarya yang dilaksanakan di Batam dan Makassar. 

Lokakarya penulisan di Batam dilaksanakan pada tanggal 19-23 Maret 2018 dan dihadiri 

oleh sebelas UPT Balai KSDA/Taman Nasional Regional Sumatera dan Jawa, seperti 

BBKSDA Sumatera Utara, BBKSDA Riau, BBKSDA Jawa Timur, BBTN Bukit Barisan 

Selatan, BKSDA Bengkulu, BKSDA Sumatera Barat, BKSDA Sumatera Selatan, BKSDA 

Jawa Tengah, BTN Tesso Nilo, BTN Berbak Sembilang dan BTN Way Kambas.  
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Gambar 3. Workshop Penyusunan Dokumen Zona/Blok dan Pendokumentasian                                     
Pembelajaran Prosesnya di Makassar, April 2018 (Foto: Suwito) 

Lokakarya yang kedua dilaksanakan di Makassar pada tanggal 9-13 April 2018. Lokakarya ini 

diikuti 13 UPT yang berasal dari beberapa Balai KSDA/Taman Nasional Regional Kalimantan, 

Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, yakni BBKSDA Sulawesi Selatan, BBKSDA Nusa 

Tenggara Timur, BBKSDA Papua Barat, BBKSDA Papua, BKSDA Kalimantan Tengah, BKSDA 

Kalimantan Timur, BKSDA Maluku, BKSDA Nusa Tenggara Barat, BKSDA Sulawesi Tengah, 

BTN Bantimurung Bulusaraung, BTN Komodo, BTN Gunung Palung, BTN Tanjung Puting.  

Lokakarya-lokakarya ini secara khusus membahas dan merefleksikan isu-isu terkait zona/blok 

mulai dari kebijakan, konsep, kriteria dan indikator, dan proses penataannya. Catatan refleksi 

dari isu-isu tersebut merangkum sejumlah hikmah dan pembelajaran serta usulan untuk 

memperbaiki proses penataan zona/blok. 

Catatan-catatan hasil refleksi dari dua lokakarya tersebut dikompilasi dan disempurnakan 

baik substansi maupun penyajiannya dalam lokakarya finalisasi dokumen pembelajaran di 

Bogor pada tanggal 12-13 September 2018 yang menghadirkan beberapa ahli di bidang 

konservasi dari akademisi IPB dan pegiat LSM (CLAN, WCS, Kemitraan, USAID LESTARI), 

serta Direktorat PIKA. 
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